
 
PIDATO 

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT 

DENGAN ACARA PENETAPAN KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP 
RANCANGAN KUA-PPAS TAHUN 2027 DAN 

RANCANGAN PERUBAHAN KUA-PPAS TAHUN 2026 
JUM’AT, 14 AGUSTUS 2026 

              

ASSALAMU'ALAIKUM  WR. WB. 
 

YTH.  SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT 
YTH.  SDR. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA 

DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  

YTH.  SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN,  KEPALA 
DINAS, KEPALA BADAN, KEPALA BIRO DAN  PIMPINAN OPD 

DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
YTH. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD 

YTH.  REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA. 
 

 

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah 

SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, 

malam hari ini kita dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD 

Provinsi Sumatera Barat dengan agenda Penetapan 

Kesepakatan Bersama terhadap Rancangan  KUA-PPAS 

Tahun 2027 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 

2026. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. 

Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah 

berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada malam 

hari ini. 

Dengan mengucapkan ”Bismillahirrahmanirrahim" 

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat  dengan 

acara “ Penetapan Kesepakatan Bersama terhadap 

Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 dan Rancangan 

Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026 ” , kami buka dan 

dinyatakan terbuka untuk umum. 

.......................... ( Ketokan Palu 3 Kali ). 

Sesuai dengan Tata Tertib, rapat paripurna dalam 

rangka pengambilan keputusan selain penetapan Ranperda 

dan APBD, dihadiri lebih dari ½ (setengah) jumlah Anggota 

DPRD. 

……………………………………………………………………………………. 

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota 

……………………………………………………………………………………. 
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Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah 

melebihi setengah dari jumlah Anggota DPRD, maka  

kourum telah terpenuhi dan Rapat Paripurna  dapat kita 

laksanakan. 

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami 

hormati; 

Dalam rangka penyusunan APBD Tahun 2027 dan 

Perubahan APBD Tahun 2026, pada Rapat Paripurna tanggal 

6 Juli  dan 27 Juli 2026 yang lalu, Gubernur Sumatera Barat 

telah menyampaikan secara resmi Rancangan KUA-PPAS 

Tahun 2027 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 

2026, untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama 

menjadi KUA-PPAS Tahun 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 

Tahun 2026. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 12 

Tahun 2019, dalam rangka konsisten perencanaan dan 

penganggaran, KUA-PPAS Tahun 2027 dan Perubahan KUA-

PPAS Tahun 2026, akan menjadi acuan dalam penyusunan 

Ranperda APBD Tahun 2027 dan Ranperda Perubahan APBD 

Tahun 2026.  

Sesuai dengan tahapan dan jadwal pembahasan yang 

ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah, DPRD bersama 

Pemerintah Daerah  telah melakukan pembahasan, mulai 

dari pembahasan pendahuluan oleh Komisi-Komisi bersama 

OPD mitra kerja dan dilanjutkan dengan pembahasan serta 

finalisasi oleh Badan Anggaran bersama TAPD. 

Mengacu kepada materi muatan KUA-PPAS 

sebagaimana yang ditetapkan dalam PP Nomor 12 Tahun 

2019, fokus pembahasan, diarahkan pada asumsi makro 

ekonomi daerah, kebijakan pendapatan, belanja dan 

pembiayaan daerah yang akan ditampung dan disepakati 

dalam  KUA-PPAS Tahun 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 

Tahun 2026 yang sejalan dengan program prioritas RPJMD, 

potensi dan kemampuan keuangan daerah serta 

penyelarasannya dengan target base line yang ditetapkan 

dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. 

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh 

DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan KUA-

PPAS Tahun 2027 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 
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Tahun 2026 tersebut,  secara umum dapat kami sampaikan 

sebagai  berikut : 

1. Pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi di akhir 

Tahun 2025 dan tidak menentunya perkembangan 

ekonomi global, pendapatan daerah mengalami 

kontraksi yang cukup dalam. Kondisi ini dapat dilihat 

dari realiasi pendapatan daerah pada semester I Tahun  

2026. Beberapa target potensial dari PAD realisasinya 

masih rendah, diantaranya Pajak Air Permukaan, Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat. Realisasi 

pada semester I tersebut, sangat berpengaruh terhadap 

prognosis pada semester II yang akan menjadi acuan 

dalam penetapan target pada Perubahan APBD Tahun  

2026 dan APBD Tahun  2027.  

2. Turunnya proyeksi pendapatan daerah terutama PAD 

yang diusulkan pada Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 

dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026, tentu 

berdampak terhadap penyediaan anggaran untuk 

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan ditampung 

dalam Perubahan APBD Tahun 2026 dan APBD Tahun 

2027. 

3. Turunnya target PAD tersebut, pada prinsipnya bukan 

disebabkan oleh berkurangnya potensi penerimaan, 

tetapi lebih disebabkan belum optimalnya pemungutan 

yang dilakukan oleh OPD-OPD terkait.  

4. Menyikapi penurunan target PAD tersebut, maka 

Pemerintah Daerah dan DPRD perlu mengambil langkah-

langkah konkrik, tegas dan terukur dengan  melibatkan 

semua stakeholder terkait, agar potensi penerimaan 

dari PAD dapat lebih maksimal.  

5.  Proyeksi pendapatan daerah dan rencana alokasi 

belanja yang ditampung dalam KUA-PPAS Tahun 2027 

serta Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026 masih bersifat 

tentatif dan perlu di dalami kembali nanti dalam 

penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD Tahun 

2027 dan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2026. DPRD 

melihat masih terdapat potensi-potensi yang masih bisa 

ditingkatkan, baik dari pos PAD maupun Lain-Lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah. 

5 6 



Sdr. Gubernur  dan Rapat Paripurna Yang Kami 

Hormati;   

Demikianlah gambaran umum dari hasil pembahasan 

terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 dan Rancangan 

Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026. Untuk lebih jelasnya 

hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan 

Anggaran bersama TAPD terhadap Rancangan  KUA dan 

Rancangan  PPAS Tahun 2027 dan Rancangan Perubahan 

KUA-PPAS Tahun 2026, kita minta kepada Badan Anggaran 

untuk menyampaikan laporan hasil pembahasannya. 

Untuk itu, kepada Sekretaris DPRD selaku   Sekretaris 

Badan Anggaran, diminta untuk menyampaikan laporan 

hasil pembahasan tersebut. 

…………………………………………………………………………………. 

Penyampaian Laporan Badan Anggaran Terhadap 

Rancangan KUA – PPAS Tahun 2027 dan Perubahan 

KUA-PPAS Tahun 2026. 

…………………………………………………………………………………  

Terima kasih, kami sampaikan kepada Sekretaris 

DPRD yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan 

Badan Anggaran terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 

dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS tahun 2026. 

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan 

Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui hasil 

pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran 

bersama TAPD terhadap Rancangan  KUA-PPAS Tahun 2027 

dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026 ? 

………………………………………………. (ketukan palu 1 x) 

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan 

Anggota Dewan yang telah memberikan persetujuannya. 

Sesuai dengan Pasal 169 Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2019 dan  Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 

Tahun 2018, persetujuan DPRD terhadap Rancangan KUA-

PPAS Tahun 2027 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS 

Tahun 2026, ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan 

dilanjutkan dengan persetujuan Bersama antara Kepala 

Daerah dan DPRD yang dituangkan dalam Nota Persetujuan 

Bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD. 
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Sehubungan dengan hal tersebut, telah disiapkan 

konsep Keputusan DPRD dan konsep Nota Persetujuan 

Bersama Gubernur dan DPRD. Untuk itu, diminta kepada 

Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD 

dan konsep Nota Kesepakatan Bersama tersebut.  

………………………………………………………………………………… 

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan NPB 

………………………………………………………………………………. 

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris 

DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan 

Nota Persetujuan Bersama.   

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan 

Anggota Dewan apakah dapat menyetujui Konsep 

Keputusan DPRD terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 

2027 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026, 

untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD dan Nota 

Persetujuan Bersama, ditanda tangani oleh Gubernur dan 

Pimpinan DPRD ? 

………………………………………………  (ketukan palu 1 x) 

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan 

Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya. 

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, Keputusan 

DPRD dimaksud akan diberi Nomor :  

1. Nomor : 13/SB/Tahun 2026 tentang Persetujuan DPRD 

Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan KUA Tahun 

2027 untuk ditetapkan menjadi  KUA Tahun 2027. 

2. Nomor : 14/SB/ Tahun 2026 tentang Persetujuan DPRD 

Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan  PPAS 

Tahun 2027 untuk ditetapkan menjadi PPAS Tahun 2027. 

3. Nomor : 11/SB/Tahun 2026 tentang Persetujuan DPRD 

Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan 

KUA  Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Perubahan 

KUA Tahun 2026. 

4. Nomor : 12/SB/ Tahun 2026 tentang Persetujuan DPRD 

Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Perubahan  

PPAS Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Perubahan 

PPAS Tahun 2026. 

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati; 
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Dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD tentang 

Persetujuan terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 

dan Keputusan DPRD tentang Persetujuan terhadap 

Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026 , maka acara 

dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Persetujuan 

Bersama antara Gubernur Sumatera Barat dan DPRD. 

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD 

kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. 

……………………………………………………………………………….. 

Penandatangan NPB antara Gubernur  dan Pimpinan  

DPRD 

……………………………………………………………………………….. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 91, PP Nomor 12 

Tahun 2019, KUA-PPAS Tahun 2027 dan Perubahan KUA-

PPAS tahun 2026 yang telah disepakati, menjadi pedoman 

OPD dalam penyusunan RKA Tahun 2027 dan Perubahan 

RKA Tahun 2026 dan menjadi pedoman pula dalam 

penyusunan Ranperda APBD Tahun 2027 dan Ranperda 

Perubahan APBD tahun 2026.  

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengingatkan 

kepada Pemerintah Daerah dan OPD untuk mempedomani 

kebijakan anggaran yang telah disepakati dalam KUA- PPAS 

Tahun 2027 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026 termasuk 

dalam penetapan target kinerja program dan kegiatan. 

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami 

Hormati; 

Dengan telah disepakatinya Rancangan KUA-PPAS 

Tahun 2027 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 

2026, maka acara dilanjutkan dengan penyampaian 

pendapat/Sambutan Gubernur. Untuk itu, kepada Sdr. 

Gubernur kami persilahkan. 

………………………………………………………………………………….. 

Penyampaian sambutan/pendapat Gubernur terhadap 

KUA-PPAS Tahun 2027 dan Perubahan KUA-PPAS 

Tahun 2026 

……………………………………………………………………………………. 

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur 

yang telah menyampaikan sambutannya terhadap hasil 
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pembahasan Rancangan KUA-PPAS Tahun 2027 dan 

Rancangan Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026.  

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati; 

Dengan telah disampaikan sambutan/pendapat 

Gubernur terhadap hasil pembahasan Rancangan KUA-PPAS 

Tahun 2027 dan  Perubahan KUA-PPAS Tahun 2026, maka 

berakhir pulalah rapat paripurna kita pada malam hari ini. 

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, kami 

menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan 

undangan semua, apabila dalam pelaksanaan Rapat 

Paripurna ini, terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada 

kita semua. 

Akhirnya dengan mengucapkan 

Alhamdulillahirabbilalamin, Rapat Paripurna Dewan pada 

hari ini, secara resmi kami tutup. 

 
Terima kasih 
Billahitaufiq walhidayah 
Wassalam’mualikum wr.wb 
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